Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

s a.

BUPATI KEDIRI,
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
bahwa Kabupaten Kediri memiliki kondisi letak geografis dan
demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang
disebabkan oleh alam, faktor non alam maupun faktor manusia
yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis,
sehingga perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat
atas bencana agar penyelenggaraannya terlaksana secara
terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi;

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangaan Bencana dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penangulangan Bencana
Daerah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan
penangulangan bencana di daerah maka perlu membentuk
Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;



Mengingat
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. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723} ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

ook e b

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri
Bupati adalah Bupati Kediri.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kediri.

Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Kediri.

Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD
Kabupaten Kediri.
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8. Kepala Unsur Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur
Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri.

BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 3
Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

a. Kepala ;
b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4
(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala BPBD, pengaturan unsur pengarah BPBD ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
¢ berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi BPBD.

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat;
c. Seksi;
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari :

a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
b. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) BPBD mempunyai tugas :

(2)

(3)

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan  darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan,;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

mempertanggungjawaban penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat

dan tepat, efektif dan efisien, dan



(4)
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b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Rincian tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

BAB III
TATA KERJA

Kepala BPBD dalam menIJ"ZI::r:k:n tugasnya harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam lingkup BPBD maupun dengan instansi lainnya.

Kepala BPBD harus memberikan petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV
ESELONERING JABATAN

Pasal 9
Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon Ilia.
Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi merupakan jabatan
struktural eselon IVa.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10
BPBD dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11
(1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Kabupaten Kediri.
(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPBD diangkat dan
diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 1 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:

015-2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SE ARIS\DAERAH

-

H. S O, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018




IL.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UMUM
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan

bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penangulangaan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Penangulangan Bencana Daerah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan
penangulangan bencana di daerah maka perlu adanya Peraturan Daerah yang

mengatur tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8



Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran para pemangku
kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan
lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata
pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu
organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan
organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar
yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan
organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan
proporsional.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 131



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

: 2 TAHUN 2015
2 -2-2015

NOMOR
TANGGAL
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA
-
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
INSTANS!
PROFESIONAL / AHLI KEPALA PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
SRR SEKRETARIAT
[ |
SEKS! s SEKS!
PENCEGAHAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK REKONSTRUKS!
Salinan sesuai an aslinya

H.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

BUPATI KEDIRI
ttd
HARYANTI SUTRISNO



